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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hukum Perikatan 

1. Pengertian Perikatan 

Istilah Perikatan berasal dari bahasa belanda verbintenis. Secara 

terminologi,  verbintenis berasal dari kata “verbinden” yang artinya 

mengikat. Dengan demikian verbintenis menunjuk kepada adanya ikatan 

atau hubungan. Subekti  dalam  bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata 

berpendapat, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua 

orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu 

dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.1 

Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perikatan meliputi hal-hal 

sebagai berikut:2 

a. Adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam perikatan dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum 

perikatan tertulis adalah kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan 

perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Kaidah hukum perikatan 

tidak tertulis adalah kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh, dan 

hidup dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan). 

                                                           
1Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2002), hlm. 122 
2 Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 151-

152 



17 
 

b. Adanya subjek hukum. Pada dasarnya subjek hukum dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu, manusia dan badan hukum. Subjek hukum 

dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor dan debitor.  Kreditor adalah 

orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas prestasi, sedangkan 

debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi. 

c. Adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan 

kewajiban debitor.  

d. Dalam bidang kekayaan. Harta kekayaan adalah menyangkut hak dan 

kewajiban yang mempunyai nilai uang. 

2.  Dasar Hukum Perikatan  

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga 

sumber yaitu:3 

a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian); 

b. Perikatan yang timbul dari undang-undang; 

c. Perikatan terjadi bukan dari perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan 

melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela 

(zaakwaarneming). 

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang yaitu sebagai berikut: 

a. Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata): Perikatan lahir karena suatu 

persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk 

                                                           
3
Aramayudho,  Dasar Hukum Perikatan,  Dalam 

https://aramayudho.wordpress.com/2012/04/07/dasar-hukum-perikatan/  diakses pada 8 Oktober 
2018 pukul 13.00 WIB. 
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memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

sesuatu; 

b. Persetujuan (Pasal 1313 KUH Perdata): Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu 

orang lain atau lebih; 

c. Undang-Undang (Pasal 1352 KUH Perdata): Perikatan yang lahir karena 

undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan 

orang.4 

3.  Asas-Asas Perikatan 

Didalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu asas 

konsensualisme, asas pacta suntservada, dan asas kebebasan berkontrak.5 

a. Asas konsensualisme (kesepakatan).  

Asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi 

(ada) sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain 

bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak 

tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. 

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah 

satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. 

Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, 

tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. 

                                                           
4
Wibowo T. Tunardy, Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang,  Dalam 

http://www.jurnalhukum.com/perikatan-yang-bersumber-dari-undang-undang/  diakses pada 8 
Oktober 2018 pukul 13.30 WIB 

5 Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), hlm. 157-158 
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Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan 

dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. 

Perjanjian yang dibuat secara lisan  didasarkan  pada  asas bahwa 

manusia itu dapat dipegang mulutnya, artinya dapat dipercaya dengan 

kata-kata yang diucapkannya. Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu 

yang harus  dibuat secara  tertulis,  misalnya  perjanjian  perdamaian, 

perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan dan sebagainya. 

Tujuannya ialah sebagai alat bukti lengkap dari pada yang diperjanjikan. 

b. Asas pacta sunt servada 

Asas Pacta Sunt Servada, berhubungan dengan akibat dari 

perjanjian. Pasal1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua 

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik  

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup, untuk itu 

persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.  

c. Asas kebebasan berkontrak.  

Kebebasan berkontrak (freedom of  contract), adalah salah satu 

asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini 

adalah perwujudan dari kehendak bebas hak asasi manusia. Asas 

kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas 
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kebebasan berkontrak merupakan asas kebebasan kepada para pihak 

untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian 

dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan 

persyaratan, serta menentukan bentuknya perjanjian secara lisan atau 

tertulis. 

Selain ketiga asas diatas, dalam hukum perikatan yang 

diselenggarakan oleh Badan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman 

tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas 

hukum perikatan nasional yaitu asas kepercayaan, asas persamaan 

hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas 

kepatuhan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.6 

4.  Hapusnya Perikatan 

Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata suatu perikatan baik yang 

lahir dari perjanjian maupun undang-undang dapat berakhir karena beberapa 

hal diantaranya adalah:7 

a. Pembayaran, yaitu jika kewajiban terhadap perikatan itu telah dipenuhi 

(pasal 1382 KUH Perdata). 

b. Penawaran bayar tunai diikuti penyimpanan atau penitipan. 

c. Pembaharuan utang, yaitu apabila utang yang lama digantikan oleh utang 

yang baru.  

d. Kompensasi atau imbalan, yaitu apabila kedua belah pihak saling 

berhutang, maka utang mereka masing-masing diperhitungkan. 

                                                           
6 Ibid., hlm. 158 
7 Elsi Kartika Sari, et. All, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 36-

37 



21 
 

e. Percampuran utang yaitu apabila pada suatu perikatan kedudukan 

kreditur dan debitur ada di satu tangan seperti warisan. 

f. Pembebasan utang, yaitu apabila kreditur membebaskan segala utang-

tang dan kewajiban hak debitur. 

g. Batal dan pembatalan, yaitu apabila perikatan itu batal atau dibatalkan. 

h. Hilangnya benda yang diperjanjikan, yaitu apabila benda yang 

diperjanjikan binasa,  hilang, atau menjadi tidak dapat diperdagangkan. 

i. Timbul syarat yang membatalkan, yaitu ketentuan si perjanjian yang 

disetujui kedua belah pihak. 

j. Kedaluwarsa atau lewat waktu. 

 

B. Hukum Islam Tentang Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu 

dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ulama Hanafiyah 

mendefinisikan dengan “saling menukar harta dengan harta melalui cara 

tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan sesuatu yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Dalam bentuk nyata dari 

muamalah, pengertian jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah 

memasyarakat di kalangan umat manusia, dan agama islam telah 

memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas.8 

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Syaifullah M.S. dalam 

bukunya yang berjudul “Al Fiqh Al-Islam wa Adillatuh”  mendefinisikan 

                                                           
8  Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 214 
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jual beli “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.” 

Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan jual beli adalah saling menukar 

harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Pendapat lain yaitu oleh 

Abu Qudamah yaitu saling menukar harta dan harta dalam bentuk 

pemindahan milik dan pemilikan. Dan menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual 

beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dan harta lain, maka 

terjadilah penukaran dengan milik tetap.9 

Menurut pasal 1457 KUHPdt, jual beli adalah suatu persetujuan 

dimana pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan. Soebakti mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian timbal balik 

dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik 

atas suatu barang, sedangkan pihak lain (si pembeli) berjanji untuk 

membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari 

perolehan hak milik tersebut. 

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa perkataan jual 

beli menunjukkan adanya perbuatan (aktivitas) dari satu pihak yang 

dinamakan “menjual”, sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”. 

Adapun barang atau apa yang akan menjadi objek perjanjian jual beli 

dengan sendirinya harus tertentu (jelas), setidak-tidaknya dapat ditentukan 

wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada si pembeli. 

Termasuk juga jelas secara hukum kepemilikan atas barang yang akan 

                                                           
9 Syaifullah, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh Jilid IV, (Veirut: Daral- Fikr, 1989), hlm. 373  
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diperjualbelikan karena kalau tidak, jelas tidak sah secara hukum, dan jika 

hal ini dilanjutkan maka jelas berpotensi menimbulkan masalah hukum di 

kemudian hari. Penyebabnya adalah karena jual beli yang dilakukan itu 

dianggap cacat hukum, dimana si penjual menjual barang yang bukan 

miliknya atau masih dalam status sengketa yang masih dalam proses hukum. 

Perlu dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar 

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang 

dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 

menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. 

Semuanya ini harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik 

hukum syara’ maupun hukum positif yang berlaku. 

Dilihat dari kompilasi hukum ekonomi syariah, pengertian jual beli  

paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yakni pihak-pihak, objek, dan 

kesepakatan (pasal 56). Unsur ini nampaknya secara substansif tidak 

berbeda dengan unsur yang terangkum dalam pengertian KUHPdt 

sebagaimana dikemukakan diatas. Unsur inilah yang disebut rukun dalam 

istilah syariah (muamalah), kendati masalah rukun ini para ulama berbeda 

pendapat antara yang satu dengan yang lain.  

 

2. Dasar Hukum Jual Beli 

Adapun dalam syariat islam dasar hukum jual beli bisa ditemukan di 

dalam banyak ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, antara 

lain: 
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a. Al Qur’an 

1) Surat Al Baqarah ayat 198 yang berbunyi: 

ِّكمُ لَ�سَ �لَیَكمُ جُ�اَ حٌ ��نْ  نْ ر� � تَ�ْ�غَُوا فضَْلاً مِّ  

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu”. (qs. Al Baqarah 198).10 

2) Surat An Nisa’ ayat 29 yang artinya: 

Artinya: “hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan 

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu”. (QS. An. Nisa:29).11 

b. Al Hadist 

Diantara hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadis yang 

diriwayatkan oleh HR. Bazzar dan Hakim: 

Artinya: Rifa’ah bin Rafi’, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata 

pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja 

dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan 

Hakim). 

Ayat- ayat Al Qur’an dan Hadist yang dikemukakan di atas dapat 

dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Ulama 

telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan karena manusia 

tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. 

                                                           
10 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan terjemahannya, hlm. 44 
11 Ibid., hlm. 65 
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Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, 

harus diganti dengan barang lainnya yang sepadan.12 

c. Ijma’ 

Ulama’ sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat 

hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada 

di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada 

timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka 

dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas 

kebutuhannya.13 

3. Rukun Jual Beli 

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang 

menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. Atau dengan 

kata lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan kedua 

belah pihak untuk menyerahkan barang milik masing-masing kepada pihak 

lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.14 Menurut jumhur 

ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu penjual, pembeli, sighat dan 

ma’qud ’alaih (objek akad).15 

4. Syarat Sah Jual Beli 

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:16 

a. Syarat in ‘iqad (terjadinya akad); 

                                                           
12 Rachmat Syafe’i,  Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),  hlm. 75  
13 Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al 

Kattani, dkk, (Depok: Gema Insani, 2007),  hlm.124  
14 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 179. 
15 Ibid., hlm. 180 
16 Ibid., hlm. 187 
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b. Syarat sahnya akad jual beli; 

c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz); 

d. Syarat mengikat (syarat luzum) 

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah 

terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak- 

pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). 

Apabila syarat in ‘iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi), maka 

menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut 

Hanafiah akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelangsungan akad) 

tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila 

syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi 

mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.17 

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan 

syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis 

jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara’. Secara global 

akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘aibyakni: 

a. Ketidakjelasan akad (jahalah). Yang dimaksud disini adalah 

ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit 

untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: 

ketidakjelasan barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau 

kadarnya menurut pandangan pembeli, ketidakjelasan harga, 

ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau 

                                                           
17 Ibid., hlm.187  
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dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas 

maka akad menjadi batal. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah 

penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang kafil 

(penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak 

jelas maka akad jual beli menjadi batal.18 

b. Pemaksaan (al-ikrah). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang 

lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak 

disukainya. Paksaan ini ada dua macam. Pertama, paksaan Absolut yaitu 

paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau 

dipotong anggota badannya. Kedua, paksaan Relatif yaitu paksaan 

dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul. Kedua ancaman 

tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya  

jual beli yang  fasid menurut jumhur Hanafiah, dan mauquf menurut 

Zufar.19 

c. Pembatasan dengan waktu (at-tauqid). Yaitu jual beli dengan dibatasi 

waktunya. Seperti: “saya jual ini kepadamu untuk selama satu bulan 

atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena 

kepemilikan atas suatu barang tidak dibatasi waktunya. 

d. Penipuan (gharar). Yang dimaksud gharar disini adalah (penipuan) 

dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan 

bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya 

paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan 

                                                           
18 Ibid., hlm. 191 
19 Ibid., hlm. 191  
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pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan 

kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila gharar 

(penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli. 

e. Kemudharatan (dharar). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan 

barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan 

kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti 

seseorang menjual baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu 

merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak 

perorangan, bukan hak syara’ maka para fuqaha menetapkan, apabila 

penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong 

baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah 

menjadi shahih.20 

f. Syarat-syarat yang merusak. Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya 

bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada 

dalam syara’ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau 

tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil 

dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan 

setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam 

akad mu’awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan 

menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, 

seperti akad tabarru’ (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-

                                                           
20 Ibid., hlm. 192 
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akad ini syarat yang  fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya 

tetap sah. 

Adapun syarat-syarat khusus yang berlakuuntuk beberapa jenis jual 

beli adalah sebagai berikut:21 

a. Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak, untuk 

keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang 

pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima 

sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan 

yang kedua terjadi gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk 

benda tetap menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum 

barang diterima; 

b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk murabahah, 

tauliyah, wadhi’ah, atau isyrak; 

c. Saling menerima (taqabudh) penukaran, sebelum berpisah apabila jual 

belinya jual beli sharf (uang); 

d. Dipenuhinya syarat-syarat salam, apabila jual belinya jual beli salam 

(pesanan); 

e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi; 

f. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti 

muslam fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada 

selain penjual. 

Mengenai syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah: 

                                                           
21 Ibid., hlm. 192-193  
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a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan 

kesanggupannya untuk mengadakan barang itu; 

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia; 

c. Milik seseorang;  

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.22 

5. Macam-macam Jual Beli 

a. Ditinjau dari segi hukum. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli 

dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli shahih, bathil dan fasid. 

1) Jual beli shahih. Dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut 

sesuai dengan ketentuan syara’, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun 

jual beli yang telah ditentukan. 

2) Jual beli bathil. Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak 

terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan. 

Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang- 

barang yang diharamkan syara’ (bangkai, darah, babi, dan khamar).23 

3) Jual beli fasid. Menurut ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya 

Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia 

bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila 

kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang 

diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli 

menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli 

                                                           
22 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118  
23Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2003), hlm. 108 
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dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara 

kedua jenis jual beli tersebut.24 

b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan 

objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya 

Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi 

menjadi tiga bentuk yaitu:25 

1) Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual 

beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli 

dan penjual. 

2) Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual 

beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan 

harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana 

harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu 

akan diserahkan pada waktu tertentu.26 Dalam salam berlaku semua 

syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut: 

a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang, 

maupun diukur; 

b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya 

apa dan kualitasnya bagaimana; 

c) Batas waktu penyerahan diketahui. 

                                                           
24 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),  hlm. 108 
25 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),  hlm. 75  
26 Ghufron A. Masadi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002),  hlm. 143  
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3) Jual beli benda yang tidak ada. Yaitu jual beli yang dilarang oleh 

agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga 

dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu 

pihak.27 

c. Ditinjau dari Subjek (pelaku akad) 

1) Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan 

lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul 

secara lisan. Bagi orang yang bisa diganti dengan isyarat karena 

isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan 

kehendaknya. 

2) Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan 

dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama 

halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan 

antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. 

Dan jual beli ini diperbolehkan syara’. 

3) Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling 

memberikan) atau dikenal dengan istilah mu’amalah yaitu mengambil 

dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang 

mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli 

demikian dilakukan tanpa shighat ijab qabul antara penjual dan 

pembeli, menurut sebagian Syafi’iyah yang dikutip dalam bukunya 

Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Mu’amalah, bahwa hal ini tidak 

                                                           
27Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah....,  hlm. 76  
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hanya berbentuk perkataan tetapi berbentuk perbuatan pula yaitu 

saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).28 

Maka berdasarkan penjelasan diatas, ditinjau dari segi subjeknya 

akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi seorang 

tunawicara, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli 

tidak berada dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan 

(saling memberikan) yaitu mengambil barang tanpa ijab qabul atau 

lebih dikenal dengan istilah mu’athah. 

6. Khiyar 

a. Pengertian Khiyar 

Dalam perspektif Islam, jelas bahwa acuan kejujuran dalam 

berdagang harus diletakkan dalam kerangka ukuran-ukuran yang 

bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Qur‟an dan Hadis. Karena 

itu, sistem nilai yang Islami yang mendasari perilaku perdagangan 

merupakan masalah penting untuk diungkapkan. Dari perspektif 

Islam tersebut, perdagangan ternyata memiliki dua dimensi, yakni 

dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang 

dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam penelaahan ini 

dipahami sebagai yang berdimensi ukhrawi, dan demikian 

                                                           
28 Ibid., hlm.78.  
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sebaliknya berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan 

terlepas dari nilai-nilai Islam yang dimaksud.29 

Untuk dapat mengaplikasikan nilai positif dan 

menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif dalam 

perdagangan, sangat perlu kiranya untuk menerapkan prinsip-

prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam 

perdagangan yang modern seperti sekarang ini yang sangat rentan 

terhadap aksi penipuan, sangat perlu adanya hak khiyar antara 

penjual dan pembeli supaya dari pihak pembeli tidak merasa 

dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah dilakukan ketika 

terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli. 

Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang 

baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau 

membatalkannya.30 

Sayyid Sabiq memberikan definisi khiyar sebagai berikut. 

Yang artinya: khiyar adalah menuntut yang terbaik dari dua 

perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau 

membatalkannya. 

Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan 

berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang 

membutuhkan khiyar. Akan tetapi oleh karena dengan sistem 

khiyar ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah 

                                                           
29

 Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.14 
30

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 25 
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seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap 

barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya 

dikembalikan lagi sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat 

mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, tentu tidak senang 

hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah akad jual beli. 

Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada khiyar harus 

ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang 

diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua 

belah pihak menghendakinya.31 

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil 

intisari bahwa khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli 

atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang 

dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab 

yang lain. Tujuan diadakannya khiyar tersebut adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak 

ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama 

rela atau setuju.32 

b. Dasar Hukum Khiyar 

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan 

kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual 

menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan 

dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang 

                                                           
31

 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408 
32 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat...,  hlm. 216 
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(penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh 

menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan 

sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.33 

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah 

saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis Nabi saw 

Artinya: Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar 

Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “ penjual 

dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum 

berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka 

berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila 

mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah 

keberkahan jual beli mereka berdua.34 

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual 

beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang 

dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak 

pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syariat Islam bagi orang-

orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan 

dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang 

dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status 

khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan 

karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya 

tidak ada pihak yang merasa tertipu.35 

                                                           
33

 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam 
Berekonomi), (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 153 

34 Imam An-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih 
Muslim), Terj. Darwis L.c, (Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013), hlm. 556 

35
 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 

2005), hlm. 80 
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c. Macam-macam Khiyar 

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari’at islam 

adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi 

untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut 

dinamakan khiyar. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi 

pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara 

kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara 

sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli 

barang, sekiranya hak khiyar ini tidak ada, maka akan 

menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada 

kemarahan, kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga 

perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama. 

Syari’at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-

keburukan itu, maka syari’at menetapkan adanya hak khiyar dalam 

rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam 

hubungan antar manusia.36 Berdasarkan dari hal tersebut ada 

beberapa macam khiyar yang perlu untuk diketahui. Adapun 

macam khiyar tersebut antar lain: 

1) Khiyar Majelis 

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari julus 

yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad 

menurut kalangan ahli fiqih adalah tempat kedua orang yang 
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berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, 

berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad 

merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apapun 

keadaan pihak yang berakad.37 Adapun menurut istilah khiyar 

majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara’ bagi setiap 

pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih 

berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam 

berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan 

makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah.38 

2)  Khiyar Syarat 

Menurut Sayyid Sabiq khiyar syarat adalah suatu khiyar 

dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan 

ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu 

tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila ia 

menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli dan apabila 

ia mengendaki ia bisa membatalkannya. 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa khiyar syarat 

adalah suatu bentuk khiyar dimana para pihak yang melakukan 

akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu 

tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara 

meneruskan jual beli atau membatalkannya. 
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3) Khiyar Aib 

Khiyar aib termasuk dalam jenis khiyar naqishah 

(berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan 

dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib 

merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang 

akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, 

baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah 

transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. 

Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah aib 

yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para 

pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut 

ijma’ Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh 

dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagaimana yang 

diterangkan dalam suatu hadis, yaitu hadis Uqbah bin Amir r.a, 

beliau berkata: 

Artinya:“Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: 

saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim 

adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang 

muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain 

yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan 

(aib atau cacatnya) itu kepadanya”. ( HR. Al-Hakim dari Uqbah 

Ibnu Amir).39 
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Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui 

adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak 

ada lagi khiyar setelahnya. 

Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta 

kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat 

barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad 

tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan 

khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi 

sesuai dengan adanya cacat. 

 

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.40 

Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan dalam 2 bentuk 

pengaturan, yaitu melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang 

sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi barang dan 

atau jasa dan melalui perjanjian yang khusus dibuat para pihak (pelaku 

usaha dan konsumen) yang isinya antara lain mengenai ketentuan tentang 

ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa.  

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maka 

dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “segala upaya yang 

                                                           
40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen..., hlm. 1  



41 
 

ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan hukum kepada konsumen”. Perlindungan terhadap konsumen 

dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi transaksi yang 

menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha selaku produsen 

dengan konsumen sebagai subyek hukum, dan barang dan atau jasa sebagai 

obyek hukum dalam undang-undang ini. 

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 

preventif untuk mewujudkan perlindungan konsumen dengan berdasarkan 

atas hak-hak yang dimiliki manusia. Jelas telah diungkapkan dalam 

Undang-Undang Perlidungan Konsumen, bahwa yang menjadi subyek 

hukumnya adalah orang. Namun adanya hak dan kewajiban tersebut 

kemudian menimbulkan suatu masalah baru, yaitu masalah perlindungan 

bagi para pihak terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain 

berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya. 

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan 

tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dengan 

ketentuan  sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlidungan Konsumen 

sebagai berikut:41 

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 
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2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat 

dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, 

atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 

disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu 

barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang 

dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 

7. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 

telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 

pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian 

yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan 

penjelasan tentang asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Asas dapat 

berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas 

adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak 

menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut 

pengertian-pengertian dan  nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir 

tentang sesuatu.42 

Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen 

hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi 

titik tolak berpikir tentang hukum.43 Kecuali itu asas hukum dapat disebut 

landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau 

merupakan suatu ratio logis dari suatu peraturan hukum yang menilai nilai- 

nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. 

Karena itu,  asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan- 

peraturan dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis 

masyarakat. 

Upaya perlindungan Konsumen di Indonesia didasarkan pada asas 

yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Pasal 2: “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, 

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta 

                                                           
42 Sulehan Yasyin, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1995), hlm. 17  
43 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm. 25  
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kepastian hukum”.44 Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu 

bentuk usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan 

nasional, yaitu:45 

a. Asas manfaat, yang berarti mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan.  

b. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 

diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dalam 

melaksanakan kewajibannya secara adil, sehingga dalam penegakan 

hukum tidak boleh adanya pandang bulu, tetapi harus melaksanakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan  

pemerintah dalam arti materil dan spirituil. Selain itu asas ini 

menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen, pemerintah 

memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan 

hukum konsumen.  

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 

                                                           
44 Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, hlm. 2 
45 Ahmadi Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan..., hlm. 25  
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dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang dikonsumsi atau digunakan.  

e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin 

kepastian hukum. Artinya, undang-undang mengharapkan bahwa aturan-

aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-

undang perlindungan konsumen harus diwujudkan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. 

Selain asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. 

Tujuan adalah sasaran, tujuan adalah cita-cita. Tujuan lebih dari hanya 

sekedar mimpi yang terwujud. Tujuan adalah pernyataan yang jelas. Tidak 

akan ada apa yang bakal terjadi dengan sebuah keajaiban tanpa sebuah 

tujuan yang jelas. Tidak akan ada langkah maju yang segera diambil tanpa 

menetapkan tujuan yang tegas. Dan tujuan dalam hukum adalah  untuk 

menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada 

keadilan.  

Adapun tujuan Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 mencakup hal-hal berikut:46 

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri; 

                                                           
46 Ibid., hlm. 2 
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2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 

dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi; 

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggungjawab dalam berusaha; 

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen ialah 

sebagai berikut:47 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

                                                           
47 Ibid., hlm. 2-3   
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3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 

atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen juga telah dijelaskan mengenai kewajiban 

konsumen ialah sebagai berikut:48 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian 

atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi kemanan dan 

keselamatan; 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa; 
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3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya 

membahas tentang konsumen saja, tetapi didalamnya juga membahas 

tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 dan 7 

yaitu sebagai berikut: 

Dalam pasal 6 berisi tentang hak pelaku usaha adalah:49 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik; 

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 

penyelesaian hukum sengketa konsumen; 

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

  

                                                           
49 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..., hlm. 

3 



49 
 

Dalam pasal 7 membahas tentang kewajiban pelaku usaha ialah 

sebagai berikut:50 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; 

6. Memberi kompensasi, gati rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

 

  

                                                           
50 Ibid., hlm 3  
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D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik adalah ketentuan 

yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yag berada di wilayah 

hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan 

kepentingan Indonesia. 

Dalam pasal 1 angka 1 UU ITE telah dijelaskan mengenai Informasi 

Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak 

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy 

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUITE bahwa 

transaksi elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan 

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik 

lainnya”. Kehadiran UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE) akan memberikan manfaat, beberapa diantaranya: 

1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi 

secara elektronik 

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia; 
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3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan berbasis 

teknologi informasi; 

4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. 

Transaksi menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan dilakukan dalam 

lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) UUITE.  

Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi transaksi elektronik dalam 

lingkup hukum privat. Di dalam transaksi elektronik antara pihak-pihak hanya 

mengandalkan itikad baik, karena memang transaksi elektronik dikenal di dunia 

maya yang tidak saling mempertemukan antara pihak-pihak yang bertransaksi 

sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UUITE yang menentukan bahwa para pihak yang 

melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi 

dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama 

transaksi berlangsung.51 

Jual beli adalah perjanjian, yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud 

oleh Pasal 1313 KUH Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Subekti 

mengartikan perjanjian adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu.” Perjanjian jual beli agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua 

belah pihak, maka harus dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.52 

                                                           
51 Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, hlm. 11  
52

 Subekti,  Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermassa, 2004),  hlm. 1 
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Perjanjian jika dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka 

perjanjiantersebut mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat 

mengenai hal-hal yang pokok, demikian halnya dengan perjanjian jual beli sesuai 

dengan ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata. 53 

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan 

konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni 

menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). 

Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama 

sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (“KUHP”). Jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), maka pasal yang 

dikenakan adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi 

Elektronik. 

Ancaman pidana dari pasal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam 

Pasal 45 ayat 2 UU ITE ialah “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah).  Untuk pembuktiannya, Aparat Penegak Hukum bisa 
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menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti 

sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE. 

Bunyi Pasal 5 UU ITE: 

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah. 

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang 

sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia 

Di Indonesia, UU ITE yang ada saat ini belum memuat pasal 

khusus/eksplisit tentang delik “penipuan”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE saat ini 

bersifat general/umum dengan titik berat perbuatan “penyebaran berita bohong 

dan menyesatkan” serta pada “kerugian” yang diakibatkan perbuatan tersebut. 

Tujuan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan 

perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen.54. 
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 Arrianto  Mukti Wibowo  dkk., Kerangka Hukum Digital Signature dalam  Electronic 
Commerce, dalam http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html di 
akses tanggal 1 Desember 2018.  
 




